ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Pasal 7 menyebutkan ‘’Pengelola sumber daya air sebagai institusi yang diberi
tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sebut pengelola sumber daya air’’. Sedangkan dalam pemerintahan
desa pengelola irigasi masih di pegang oleh orang perorangan yang biasa di sebut
ulu-ulu yang aturannya belum di atur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum
normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap
bahan-bahan huk tertulis yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan
(Statute Approach) dan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di
dalam ilmu hukum (Conseptual Approach).

Kelembagaan pengelola irigasi di atur dalam Undang-undang nomor 17
tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air) , di dalam
pemerintahan desa kelembagaan pengelola irigasi di sebut sebagai Perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A). Peran kelembagaan pengelolaan irigasi dalam
pemerintahan desa di akui sebagai lembaga penting yang berfungsi sebagai
lembaga pengatur dan pengelola para petani dalam mengatur dan mengelola
pengairan sawah dalam urusan pertanian. Keberadaan lembaga pengelola irigasi
desa (P3A) lembaga pengelola irigasi terdapat dua inti pertama lembaga
pengelola irigasi yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang di ketuai
oleh seorang ulu-ulu dalam pelaksanaannya tidak terikat dalam aparatur
pemerintahan desa yang berdampak di monopoli dan di kuasai perorangan
sehingga banyak penyalahgunaan wewenang, kedua lembaga pengelola irigasi
yang terikat dan di akui, di koordinir oleh pemerintahan desa yang pembagian
pengelolaan air irigasi juga mengikutsertakan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A).
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